
 

  



DATA LAPORAN LHKPN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI KELAS IB 

 

 

No. Nama Jabatan  
Jenis Laporan 

Rinci 
Status 

Pelaporan 
Tanggal Kirim Media Pelaporan  

1 RADITYO BASKORO KETUA Periodik Sudah Lapor 26/01/2023 e-Filing 

2 DWI HANANTA WAKIL KETUA Periodik Sudah Lapor 09/01/2023 e-Filing 

3 TEGUH INDRASTO HAKIM Periodik Sudah Lapor 29/01/2023 e-Filing 

4 ELISABETH VINDA YUSTINITA HAKIM Periodik Sudah Lapor 31/01/2023 e-Filing 

5 MAHENDRA ADHI PURWANTA HAKIM Periodik Sudah Lapor 30/01/2023 e-Filing 

6 TONY YOGA SAKSANA HAKIM Periodik Sudah Lapor 31/01/2023 e-Filing 

7 BUDI PRIYANTO PANITERA Periodik Sudah Lapor 02/01/2023 e-Filing 

8 DIAH SRI WINARNI SEKRETARIS Periodik Sudah Lapor 11/01/2023 e-Filing 

9 ACHMAD RAFFIK ARIEF PANITERA MUDA HUKUM Periodik Sudah Lapor 26/01/2023 e-Filing 

10 YENI PURWATI PANITERA MUDA PIDANA Periodik Sudah Lapor 26/01/2023 e-Filing 

11 TRISKARI PANITERA MUDA PERDATA Periodik Sudah Lapor 04/01/2023 e-Filing 

12 SUGENG WARSONO PANITERA PENGGANTI Periodik Sudah Lapor 26/01/2023 e-Filing 

13 HENY SULISTYOWATI PANITERA PENGGANTI Periodik Sudah Lapor 04/01/2023 e-Filing 

14 SRI HARTATI PANITERA PENGGANTI Periodik Sudah Lapor 03/01/2023 e-Filing 

15 TRI DADI SUGIYONO PANITERA PENGGANTI Periodik Sudah Lapor 04/01/2023 e-Filing 

16 SRI HANDAYANI PANITERA PENGGANTI Periodik Sudah Lapor 06/01/2023 e-Filing 

17 WANTINI PANITERA PENGGANTI Periodik Sudah Lapor 27/01/2023 e-Filing 

18 EDI SETIYANTO PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Periodik Sudah Lapor 30/01/2023 e-Filing 

19 YENI ANDRIYANI PANITERA PENGGANTI Periodik Sudah Lapor 04/01/2023 e-Filing 

20 ERNI WIDYASTUTI PANITERA PENGGANTI Periodik Sudah Lapor 26/01/2023 e-Filing 

21 MEGA YUSTI CIANTI PANITERA PENGGANTI Periodik Sudah Lapor 05/01/2023 e-Filing 

22 MILADINA YUSTIFIKA AMALIA PANITERA PENGGANTI Periodik Sudah Lapor 26/01/2023 e-Filing 

23 AMINAH PANITERA PENGGANTI Awal Menjabat Sudah Lapor 26/01/2023 e-Filing 





KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : TEGUH INDRASTO

NIK : 3372050303790003

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jabatan : HAKIM

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 29 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-02-07 09:17:44



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ELISABETH VINDA YUSTINITA

NIK : 3372035711840003

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jabatan : HAKIM

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 31 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-01-31 11:54:44



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : MAHENDRA ADHI PURWANTA

NIK : 3174092209850002

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jabatan : HAKIM

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 30 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-01-30 22:27:28



Yth. Sdr  TONY YOGA SAKSANA 

 
MAHKAMAH AGUNG 

 

Di Tempat 

 

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima 

dengan ringkasan sebagai berikut : 

 

 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 

Jakarta 12950 

 

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 
  
Atas Nama : TONY YOGA SAKSANA 

Jabatan : 
HAKIM - PENGADILAN NEGERI BOYOLALI - PENGADILAN TINGGI 
SEMARANG 

Bidang : YUDIKATIF 

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG 

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2022 

  
 

 

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. 

Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami 

terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. 

 

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan 

batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim 

kembali). 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email 

elhkpn@kpk.go.id atau call center 198. 

 
Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih 

 
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas 

email ini. 

 
Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id| elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198 

mailto:elhkpn@kpk.go.id
http://www.kpk.go.id/
http://elhkpn.kpk.go.id/


Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN
1 pesan

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id> Sen, 2 Jan 2023 pukul 14.57
Kepada: budip6243@gmail.com

Yth. Sdr BUDI PRIYANTO

MAHKAMAH AGUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : BUDI PRIYANTO

Jabatan :
PANITERA - PENGADILAN NEGERI BOYOLALI - PENGADILAN
TINGGI SEMARANG

Bidang : YUDIKATIF

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Tanggal / Tahun
Pelaporan

: 2022

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima
dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak
secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam
Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui
elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk
menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN

mailto:elhkpn@kpk.go.id
mailto:elhkpn@kpk.go.id


bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi
oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan
batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim
kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas
email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN
198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi,
rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau
meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap
segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik
maupun dokumen cetak. Terima kasih.

mailto:elhkpn@kpk.go.id
http://www.kpk.go.id/
http://elhkpn.kpk.go.id/


PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BUDI PRIYANTO

2. Jabatan : PANITERA

3. NHK : 667902

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 375.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 805 m2/200 m2 di CILACAP, HASIL 

SENDIRI Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 250.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI 

Rp. 215.000.000

2. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL 

SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 646.000.000

III. HUTANG Rp. 70.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 576.000.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2022 



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : DIAH SRI WINARNI

NIK : 3310246208660001

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jabatan : SEKRETARIS

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 11 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-02-02 08:37:56



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIAH SRI WINARNI

2. Jabatan : SEKRETARIS

3. NHK : 409032

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.170.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 885 m2/132 m2 di KAB / KOTA 

KLATEN, WARISAN Rp. 710.000.000

2. Tanah Seluas 163 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI 

Rp. 210.000.000

3. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 

250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 

8.000.000

2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 

4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 600.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.182.600.000

III. HUTANG Rp. 20.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.162.600.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 

2022 



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2022 



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : TRISKARI

NIK : 3309051410659001

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jabatan : PANITERA MUDA PERDATA

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 4 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-01-04 16:02:59



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRISKARI

2. Jabatan : PANITERA MUDA PERDATA

3. NHK : 654235

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/190 m2 di KAB / KOTA 

BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 108.500.000

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 

65.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI 

Rp. 19.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI 

Rp. 11.500.000

4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI 

Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 814.500.000

III. HUTANG Rp. 70.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 744.500.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 

2022 



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2022 





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENY SULISTYOWATI

2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI

3. NHK : 419402

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 330.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/56 m2 di KAB / KOTA 

BOYOLALI, WARISAN Rp. 155.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/41 m2 di KAB / KOTA 

BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 298.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI 

Rp. 9.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI 

Rp. 9.000.000

3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI 

Rp. 140.000.000

4. MOBIL, TOYOTA AVANSA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 

140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 637.500.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 637.500.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 

2022 



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2022 





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI HARTATI

2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI

3. NHK : 421137

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 80.000.000

1. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI 

Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 113.700.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI 

Rp. 70.000.000

2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL 

SENDIRI Rp. 4.000.000

3. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL 

SENDIRI Rp. 3.700.000

4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL 

SENDIRI Rp. 10.000.000

5. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 

14.000.000

6. MOTOR, HONDA VARIO 110 CC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 

12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.882.307

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 241.582.307

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 241.582.307

Catatan:

2022 



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2022 





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI HANDAYANI

2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI

3. NHK : 421083

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 175.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 302 m2/150 m2 di KAB / KOTA 

BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 43.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI 

Rp. 6.500.000

2. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 

30.500.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI 

Rp. 6.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 250.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 218.750.000

III. HUTANG Rp. 90.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 128.750.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-

2022 



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2022 







PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YENI ANDRIYANI

2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI

3. NHK : 755576

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.410.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/500 m2 di BOYOLALI, HASIL 

SENDIRI Rp. 900.000.000

2. Tanah Seluas 450 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 

350.000.000

3. Tanah Seluas 280 m2 di TASIKMALAYA, WARISAN Rp. 

160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 70.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU SIGRA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 

70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 150.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.633.000.000

III. HUTANG Rp. 112.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.521.000.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2022 



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2022 







PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MEGA YUSTI CIANTI

2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI

3. NHK : 839145

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 251.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/120 m2 di KAB / KOTA 

KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 251.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 37.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 

30.000.000

2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 

7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 318.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 318.000.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

2022 



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2022 





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 April 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MILADINA YUSTIFIKA AMALIA

2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI

3. NHK : 839144

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 175.000.000

1. Tanah Seluas 163 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI 

Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 25.000.000

1. MOTOR, HONDA V1J02Q32LOA/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI 

Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.340.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 233.840.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 233.840.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2022 



1/26/23, 9:44 AM Gmail - Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=c2b3f0bab4&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1756051256954963851&simpl=msg-f%3A1756051… 1/1

Aminah Raihan <amiku1969@gmail.com>

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN
1 pesan

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id> 26 Januari 2023 pukul 09.45
Kepada: amiku1969@gmail.com

Yth. Sdr AMINAH

MAHKAMAH AGUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : AMINAH

Jabatan : PANITERA PENGGANTI - PENGADILAN NEGERI BOYOLALI - PENGADILAN TINGGI
SEMARANG

Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan : 18 November 2022

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan
setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh
data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui
elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan
tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah
pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima
yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera
hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.

IkhtisarHarta-260120230941103591196.docx
65K
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI DADI SUGIYONO

2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI

3. NHK : 656273

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.000.000

III. HUTANG Rp. 169.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -168.000.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2022 







Subject Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

To: [null <hananta_dwi@yahoo.com>]

From Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id>

Date Mon, Jan 9, 2023 at 22:56

Yth. Sdr DWI HANANTA

MAHKAMAH AGUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan
ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : DWI HANANTA

Jabatan : WAKIL KETUA - PENGADILAN NEGERI BOYOLALI - PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Bidang : YUDIKATIF

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2022

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima
LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah
diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara
otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai
dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak
dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih
dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2
minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau
call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

mailto:elhkpn@kpk.go.id
mailto:elhkpn@kpk.go.id
mailto:elhkpn@kpk.go.id


Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan
tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras
DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus
material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : DWI HANANTA

NIK : 3174060312790001

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jabatan : WAKIL KETUA

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 9 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.
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